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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63 /PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

31JULI 2023

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, pukul 15.12 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 63/PUU-XXI/2023. Dalam
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian KUH Perdata dalam perkara nomor 63/PUU-
XX1/2023 diajukan oleh Utari Sulistiowati dan Edwin Dwiyana yang memberikan
kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum
yang tergabung dalam Tim Hukum Masyumi, untuk selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon

C. PASAL/AYAT KUH PERDATA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 1765, Pasal
1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata yang berketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1765



“Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang
atau barang lain yang habis karena pemakaian.”

Pasal 1766

“Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang
tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak
dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah
dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang;
dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembaliatau dikurangkan dari
pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk
membayamya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar
sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian
atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat
ditagih.”

Pasal 1767
“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam
perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang.
Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut
undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.
Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara
tertulis.”

Pasal 1768
“lika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak
menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar
bunga menurut undang-undang.”
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Bahwa Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata dianggap
Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau
kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768
KUH Perdata dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6.3] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang
beragama Islam, menurut para Pemohon, objek permohonan a quo adalah jelas
merugikan hak-hak konstitusional dalam menjalankan agama sesuai dengan
ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal
dimaksud, Mahkamah dalam persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan
pada hari Selasa, 4 Juli 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;
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Majelis Hakim telah memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan yang
salah satunya agar dalam bagian kedudukan hukum para Pemohon, dapat
dijelaskan lebih cermat apakah para Pemohon mengalami Kkerugian hak
Kkonstitusional secara potensial atau aktual dengan berlakunya pasal-pasal a
quo. Lebih lanjut, nasihat Majelis Hakim menegaskan, bahwa para Pemohon
yang beragama Islam, pengaturan di bidang ekonomi, perbankan, dan lain-lain
sudah diakomodasi oleh negara, yakni dengan dibangunnya perekonomian
syariah dan bank syariah yang bersifat lex specialis. Artinya jika Para Pemohon
merasa dirugikan hak konstitusionalnya degan berlakunya praktik perbankan
konvensional yang sifatnya umum, dengan menerapkan prinsip-prnsip
hubungan hukum keperdataan secara murni, maka dengan telah tersedianya
praktik perbankan non konvensional, salah satunya perbankan syariah, para
Pemohon yang notabene beragama Islam dapat memilih model pinjam-
meminjam yang tidak didasarkan pada pengenaan bunga/interst. Terlebih, pada
hakikatnya hubungan pinjam-meminjam didasarkan pada prinsip atau asas
kebebasan berkontrak. Sehingga, jika ada pihak yang berkeberatan dengan
klausula perjanjian yang mengenakan bunga/interst, pihak dimaksud dapat
menghindarinya. Dalam praktik, sistem perbankan Indonesia telah
menyediakan dua jalur atau alternatif, yaitu melalui model perbankan
konvensional dan melalui model perbankan syariah. Jika keberatan dengan
sistem perbankan Kkonvensional, termasuk in casu, para Pemohon dapat
menggunakan sistem perbankan syariah.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, adalah
menjadi tidak tepat jika para Pemohon mengatakan mengalami kerugian hak
konstitusional dengan menggunakan model perbankan konvensional, karena
para Pemohon dapat menggunakan pilihan hukum yang lain, yaitu perbankan
syariah. Penjelasan perihal kerugian hak konstitusional tersebut, baru dapat
terjadi jika para Pemohon tidak disediakan pilihan hukum lain untuk
menampung kepentingan transaksi perbankan lainnya. Dengan adanya pilihan
hukum lain, anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma
Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata adalah tidak
beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah berpendapat, para Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu,
Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
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F. AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 63/PUU-XXI/2023 yang tidak dapat menerima
permohonan Para Pemohon Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768
KUH Perdata mengandung arti bahwa Kketentuan pasal-pasal a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

e

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023

-

LiL]

L



